BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Mengingat

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Cipta Kerja, Kepala Daerah mengajukan Rancangan
Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Pohuwato tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4060);



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di
Propinsi Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4269);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomeor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 441, (Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrast
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856},

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155};

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan ({Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5163);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272),

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);



17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323]);
Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2021
tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato
Tahun 2021 Nomor 239);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2022 Nomor 244);

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO

dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

{APBD) berupa laporan keuangan memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;



b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasinal;

e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
f. Laporan perubahan ekuitas;

g. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampin dengan
laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hurufa tahun

anggaran 2022 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 902.175.682.605,43
b. Belanja Rp. 987.618.609.570,00
Surplus/(Defisit) Rp. (85.442.926.964,57)
Pembiavaan

a. Penerimaan Rp. 116.353.065.754,87
b. Pengeluaran Rp. 1.476.308.222.00
Pembiayaan Netto Rp 114.876.757.532,87

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai

berikut :

1.

Selisih  anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah  Rp.
12.077.874.335,57

dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 914.253.556.941,00

b. Realisasi Rp. 902.175.682.605.43

Selisih lebih/kurang Rp. 12.077.874.335,57
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 46.649.939.364,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp.1.034.268.548.934,00



b. Realisasi Rp. 987.618.609.570.00

Selisih lebih /kurang Rp. 46.649.939.364,00

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp.
34.572.065.028,43 dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp.(120.014.991.993,00)

b. Realisasi Rp. {85.442.926.964.57}
Selisih lebih/kurang Rp. 34.572.065.028,43

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.

5.138.234.460,13 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 121.491.300.215,00

b. Realisasi Rp. 116.353.065.754.87
Selisih lebih/kurang Rp 5.138.234.460,13
Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumiah Rp.

0,00, dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp 1.476.308.222,00

b. Realisasi Rp.1.476.308.222,00
Selisih lebih /kurang Rp. 0,00
Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp.

(5.138.234.460,13} dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiavaan netto
setelah perubahan Rp. 120.014.991.993,00
b. Realisasi Rp. 114.876.757.532.87
Selisih lebih /kurang Rp. 5.138.234.460,13
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun
2022 sebagai berikut:

a. Jumlah asset Rp. 1.470.066.352.160,26

b. Jumlah kewajiban Rp. 160.750.421.071,95

Jumlah ekuitas dana Rp. 1.309.315.931.088,31



Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun

vang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per | Januart tahun 2022

b.

C.

Arus Kas dari aktivitas operasi

Arus Kas dari aktivitas investasi

Rp. 75.803.454.785,92
Rp. 100.829.013.250,43

Rp. (186.271.940.215,00)

Arus Kas dari aktivitas pendanaan Rp. 39.216.174.319,00
Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. (55.617.638,05)
Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2022 Rp. 29.521.084.502,30

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a

b.

c
d

. Pendapatan - LO
Beban

. Surplus/defisit dari operast

. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional

e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa

m

Surplus/defisit dari pos luar biasa
. Surplus/defisit - LO

Pasal 7

Rp. 856.948.229.835,91

Rp. 885.395.856.935,05
Rp. (28.447.627.099,14)
Rp. 259.769.333,01

Rp. (28.187.857.766,13)
Rp. {2.310.621.929,00)
Rp. (30.498.479.695,13)

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 1

huruf e untuk tahun vang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022

sebagai berikut :

a.

b.

& a o

ety

saldo anggaran lebih awal

penggunaan SAL sebagai penerimaan
pembiayaan tahun berjalan

sub total

sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran
sub total

koreksi kesalahan, pembukuan tahun

sebelumnya

Rp. 75.660.583.213,87

Rp. 75.660.583.213,87
Rp. 0,00
Rp. 29.433.830.568,30
Rp. 29.433.830.568.30

Rp. 0,00



g. lain-lain

Rp. 0,00

h. saldo anggaran lebih akhir Rp. 29.433.830.568,30

Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut:

a. ekuitas awal

b. surplus/defisit - LO

9]

d. Koreksi ekuitas lainnya

e. ekuitas akhir

Rp. 1.344.619.410.796,12
Rp. (30.498.479.695,13)

. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0,00

Rp. (4.805.000.012,68)
Rp. 1.309.315.931.088,31

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g

tahun anggaran 2022 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)

sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan

Daerah ini terdiri dari :

1) Lampiran |

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;

Lampiran [.1 : Ringkasan LRA Menurut Urusan Pemerintahan Daerah

Lampiran [.2

dan Organisasi;

Ringkasan APBD vyang diklasifikasi menurut
Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,

Lampiran 1.4

Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan

Pembiayaan;

Rekapitulasi Realisasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, dan Sub Kegiatan;



2) Lampiran Il
3) Lampiran Il
4) Lampiran IV
5) Lampiran V
6) Lampiran VI
7) Lampiran VII
8) Lampiran VIII

9) Lampiran IX

10) Lampiran X

11} Lampiran XI

12) Lampiran XiI

13) Lampiran XIII
14) Lampiran XIV
15) Lampiran XV
16) Lampiran XVl
17) Lampiran XVII
18) Lampiran XVIII

19) Lampiran XIX

20) Lampiran XX

Lampiran XX.1

Lampiran XX.2

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan,

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah

Daerah;

Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;

Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;

Daftar Dana Cadangan Daerah;

Daftar Kewajiban Jangka Pendek;

Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

Daftar Sub Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai
Akhir Tahun Anggaran 2022 dan Dianggarkan

Kembali dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah/Perusahaan daerah terdiri atas;

Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha

Milik Daerah/Perusahan Daerah

[khtisar Laporan Keuangan (Laporan Laba/Rugi)
Badan Usaha Milik Daerah/Perusahan Daerah



Pasal 11

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

Pasal 12
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 28 Juli 2023
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Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 28 Juli 2023
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“1SKANDAR DATAU
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO ( 4/10/2023)



